RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Nama Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nama Fakultas

HUKUM

Nama Prodi S$2 ILMU HUKUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH KODE MK SKS KONSENTRASI SM
HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN
DAERAH 18B01212502 2 ILMU HUKUM I
OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset, dan Inovasi
Tanda Tangan Tanda Tangan
Prof. Dr. Muh Djaf idi, .
rof. Dr. Muhammada Djafar Saidi Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
S.H., M.H.
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

$2 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan

Pancasila
3 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan

bangsa
P2 Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU2 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta

mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
KU3 . - . . . . . .

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum




KK3 Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis,
berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan

KK6 Mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan
masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan teman sejawat;

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai secara filosofis dan konsep normatif tentang hukum

keuangan negara dan daerah serta mampu mengambil keputusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara dan daerah dalam
bernegara dan berbangsa.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara dan daerah serta hubungannya dengan pengelolaannya yang
berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara.
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